SALINAN
NOMOR 6/C, 2007

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN

ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang Doa

Mengingat c L

WALIKOTA MALANG,

bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut terhadap ketentuan
Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Maang Nomor 6 Tahun 2005
tentang Pengaturan aat Pemadam Kebakaran, perlu diatur

mengenai retribusi;

bahwa tarif dan jenisjenis retribus bidang ala pemadam
kebakaran yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Malang Nomor 4 Tahun 1999 tentang
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan dan perlu diadakan

penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Retribusi  Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam
K ebakaran;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propins Jawa
Timur, JawaTengah, JawaBarat dan Daerah Istimewa
Y ogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2918);



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3845);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
menjadi  Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4468);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258);
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Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan
Kabupaten Daerah Tingkat Il Maang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinss dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER/02/MEN/1983
tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis,

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1985
tentang Perusahaan Jasa K eselamatan Dan Kesehatan Kerja;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997
tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak
Daerah dan Reteribusi Daerah;

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi
Daerah;
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998
tentang Ruang Lingkup dan Jenisjenis Retribus Daerah
Tingkat | dan Daerah Tingkat I1;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
Dalam Penegakan Peraturan Daerah;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Malang
Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat 1l Maang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat 11 Malang Tahun 1988 Nomor 3 Seri C);

Peraturan Daerah Kota Maang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Penyelenggaraan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Malang
Tahun 2004 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Malang Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungs dan Struktur
Organisasi Dinas Daerah sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah
Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004
Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang

Nomor 5);

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

Menetapkan

dan
WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM
KEBAKARAN.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1

2.

10.

11.

Daerah adalah Kota Malang.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
Walikota adalah Walikota Malang.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana
Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosia
Politik atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha

lainnya.

Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah
dan memadamkan kebakaran, yang berisi cairan atau serbuk yang berbentuk air/gas
yang meliputi tabung gas, Hidran, springkler, otomatik gas, mobil pompa dan motor
pompa.

Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disebut APAR adalah Alat Pemadam api
yang dapat dibawa atau diangkat serta mudah pemakaiannya bagi setiap orang, yang
berisi cairan atau gas untuk memadamkan api pada awal mula kebakaran.

Tabung Gas adalah tabung yang berisi cairan atau serbuk kimia yang dipergunakan

dengan cara disemprotkan ke sumber kebakaran dan memenuhi standar nasional.

Hidran adalah aat pompa air yang dipergunakan dengan cara menyedot sumber air

dan disemprotkan ke sumber kebakaran dan memenuhi standar nasional.

Springkler adalah alat pendeteksi dan pencegah kebakaran secara dini berdasarkan
deteksi asap atau api dalam bangunan atau gedung yang bekerja secara otomatis

dengan menyemprotkan cairan yang berisi air dan memenuhi standar nasional.

Detektor adalah aat untuk mendetekss pada mula kebakaran yang dapat
membangkitkan alarm dalam suatu sistem.

Alarm Sistem adalah sistem atau rangkaian alarm kebakaran yang menggunakan
detektor panas, detektor asap, detektor nyala api dan titik panggil secara manual serta
perlengkapan lainnya yang dipasang pada sistem alarm kebakaran.
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Otomatik Gas adalah alat pendeteksi dan pencegah kebakaran secara dini berdasarkan
deteksi asap atau api dalam bangunan atau gedung yang bekerja secara otomatis

dengan menyemprotkan gas dan memenuhi standar nasional.

Mobil Pompa adalah mobil pemadam kebakaran yang memuat tangki air dan
dipergunakan untuk memadamkan api/bahaya kebakaran dengan cara disemprotkan

langsung ke sumber kebakaran.

Motor Pompa adalah aat atau mesin pompa yang menggunakan motor sebagai pompa
yang berfungsi untuk menyedot dan menyemprotkan air dan dipergunakan sebagai
aat pemadam kebakaran.

Pengujian adalah serangkaian kegiatan penilaian alat pemadam kebakaran secara
teknis yang mempunyai resiko bahaya dengan cara memberi beban uji atau dengan
teknik pengujian lainnya sesuai dengan ketentuan teknis yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah.

Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Kota yang dipasang pada alat-
adat pemadam kebakaran yang menunjukan bahwa aat tersebut dapat dipergunakan

atau layak pakai sesuai dengan fungsinya dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah dan atau Pihak Swasta untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi pengujian dan perijinan penjualan alat-alat pemadam kebakaran selanjutnya
disebut retribus adalah pungutan yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah kepada
orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas pengujian dan ijin penjualan alat-

alat pemadam kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-

undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi
wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pengujian dan pemeriksaan alat pemadam
kebakaran dari Pemerintah Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat

ketetapan retribusi yang menentukan besarnyaretribusi.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB
adalah surat ketetapan retribus yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi Iebih besar daripada retribusi yang terutang
atau yang tidak seharusnya terutang.
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Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPORD adalah
surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dari
wajib sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut

peraturan perundangan retribusi daerah.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau

denda.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas terhadap SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB yang digjukan oleh wajib
retribusi.

Penyidik Pegawa Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang diberi
wewenang khusus oleh undang-undang atau ketentuan yang berlaku untuk melkukan

penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola
data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribus Daerah yang selanjutnya disebut
penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawal
Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang Retribuss Daerah yang terjadi serta

menemukan tersangkanya.

BAB I
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut

retribusi sebagai pembayaran atas jasa pengujian dan pemeriksaan alat-alat pemadam
kebakaran di Daerah.

Pasal 3

Obyek retribus atas pengujian dan pemeriksaan alat-adlat pemadam kebakaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pelayanan terhadap pengujian dan

pemeriksaan aat-alat pemadam kebakaran meliputi :

a
b.

Tabung gas;
Hidran;



Springkler;
Detektor;

Alarm Sistem;

-~ o o 0

Otomatik gas.

Pasal 4

Subyek retribusi atas pengujian dan pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari orang atau badan yang memiliki atau
menggunakan alat-alat pemadam kebakaran di wilayah daerah.

BAB 111
GOLONGAN RETRIBUS

Pasal 5

Retribusi pengujian dan pemeriksaan aat-alat pemadam kebakaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, digolongkan sebagal Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
PRINSIP PENETAPAN TARIF

Pasal 6

(1) Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk menguji dan memeriksa alat-alat
pemadam kebakaran dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
(2) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya

pengujian dan pemeriksaan serta operasiona pendukung.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7
(1) Atas pengujian dan pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran dikenakan retribusi.

(2) Pengujian peralatan pemadam kebakaran berupa tabung gas, Hidran, springkler,
detektor, alarm sistem dan otomatik gas digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran
alat pemadam kebakaran dengan penetapan tarif untuk setiap kali pengujian dan

pemeriksaan sebagai berikut :



a.  Jenisbusa, super busadan sgjenisnya :

1) Isi Oliter sampai dengan 10 liter sebesar Rp. 5.000,00
2) Isi 10,1 liter sampai dengan 40 liter sebesar Rp. 7.500,00
3) Isi 40,1 liter sampai dengan 100 liter sebesar Rp. 12.500,00

b. Jenisdry Powder (serbuk), Gas CO,, Halon dan sgjenisnya :
1) Berat 0 Kg sampai dengan 3 Kg sebesar Rp. 5.000,00
2) Berat 4 Kg sampai dengan 6 Kg sebesar Rp. 7.500,00
3) Berat 7 Kg sampal dengan 20 Kg sebesar Rp. 12.500,00
4) Berat lebih dari 20 Kg sebesar Rp. 17.500,00

c. Hidran sebesar Rp. 100.000,00 per unit

d. Springkler sebesar Rp. 100.000,00 per unit

e. Detektor sebesar Rp 100.000,00 per unit

f.  Alarm Sistem sebesar Rp. 100.000,00 per unit

g. Otomatik gas sebesar Rp. 100.000,00 per unit

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Retribusi pengujian dan pemeriksaan aat-alat pemadam kebakaran di pungut di Wilayah
Daerah.

BAB VII
RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 9

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD.

BAB VIII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 10
(1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.

(2) Daam ha SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya,
maka diterbitkan SKRD secara jabatan.

(3) Bentuk danisi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Walikota.



Pasal 11

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka
dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk
sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan
SKRD Tambahan.

(2) Ddam ha pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil
penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam
atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Walikota.

(3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah waktu yang ditentukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secaratunai atau lunas.

(2) Walikota atau Pgjabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada Wajib Retribus
untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan
yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur
lebih lanjut oleh Walikota.

(4) Wadlikota atau Pegjabat yang ditunjuk dapat mengijinkan Wajib Retribusi untuk
menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan

yang dapat dipertanggungjawabkan.

10



1)

2
3)

1)

2

3)

Pasal 15

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diberikan tanda
bukti pembayaran.

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku-buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi akan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB Xl
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sgak
jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/ peringatan/surat

lain yang sgjenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pgjabat yang
ditunjuk.

Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

1)
2

BAB XIlI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 18
Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

11



)

2

3)

(4)

()

(6)

1)

BAB XIII
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
DAN PEMBATALAN

Pasal 19

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pembetulan SKRD dan STRD
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau

kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena
kesal ahannya.

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan
ketetapan Retribusi yang tidak benar.

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan,
ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus
disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota atau Pejabat
yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sgjak tanggal diterima SKRD dan
STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung

permohonannya.

K eputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sgak Surat
Permohonan diterima.

Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota
atau Pegabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan
pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi

administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.
BAB XIV
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 20

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Walikota atau
Peabat yang ditunjuk atas SKRD dan STRD yang diterbitkan.

12



(2)

3)
(4)

1)

(2)

3)

)

(2)

3)

(4)

Pemohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan
secara tertulis kepada Walikota atau Pegjabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua)
bulan sgjak tanggal SKRD dan STRD.

Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus
diputuskan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling

lama 6 (enam) bulan sgjak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

Pasal 21

Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sgak tanggal surat
keberatan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), diterima harus
memberi keputusan atas keberatan yang digjukan dalam bentuk Surat Keputusan
K eberatan.

Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau

sebagian, menolak atau mengurangi besarnyaretribusi terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan
Walikota tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang digjukan
dianggap dikabulkan.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribus dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Walikota.

Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sgak diterimanya
permohonan kelebihan pembayaran retribus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan
Walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan
retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan.

ApabilaWgjib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran
retribus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
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(5)

(6)

(1)

(2)

3)

1)

)

1)

2

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paing lama 2 (dua) bulan sgak
diterbitkannya SKRDLB.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat
jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi digjukan secara tertulis
kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

a. namadan aamat Wgjib Retribusi;

b. masa Retribusi;

c. besarnyakelebihan pembayaran;

d. alasan yang singkat dan jelas.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disampaikan secaralangsung atau melalui Pos tercatat.

Bukti penerimaan atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat

permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 24

Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah
Membayar K elebihan Retribusi.

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi
lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti
pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila
Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di Bidang Retribusi.

Kadauwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tertangguhkan apabila:

a. diterbitkan surat teguran; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak

langsung.
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BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Dalam hal Wagjib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari
besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar yang ditagih dengan
menggunakan STRD.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

(1) Wagjib retribusi yang tidak melaksanakan kewagjibannya sehingga merugikan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda
paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribus terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 28

Selain oleh pgabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27, dapat dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah

yang pengangkatan dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Daam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, PPNS
berwenang :

a. menerima laporan, mencari data, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana sehingga keterangan atau laporan
tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. mendliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana;
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3)

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti  pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
barang bukti tersebuit;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak
pidang;

melakukan tindakan pertama pada saat kejadian atau saat penyidikan di tempat
kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana;

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas

orang dan/atau dokumen yang dibawa;

. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidanaretribusi daerah;

. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

. menghentikan penyidikan;

melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana.

Penyidik membuat Berita Acara setigp melakukan tindakan penyidikan atau

pemeriksaan, mengenai :

a
b
C.
d
e
f.

Pemeriksaan tersangka;

. Pemeriksaan barang atau bangunan lainnya;

Penyitaan benda atau barang;

. Pemeriksaan surat;
. Pemeriksaan saksi;

Pemeriksaan di tempat kejadian.

Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil

penyidikannya kepada penuntut umum di Keaksaan Negeri melalui Penyidik

Kepolisian, sesual dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Ketentuan retribusi bagi wajib retribusi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan

belum berakhir masa berlakunya dinyatakan tetap berlaku dan dilakukan daftar ulang.
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BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenal
pel aksanaannya akan diatur |ebih lanjut oleh Walikota.
Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat 11 Malang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
K ebakaran dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 33
Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan menetapkan pada Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
padatanggal 16 Nopember 2007
WALIKOTA MALANG,

ttd

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
padatanggal 20 Nopember 2007

SEKRETARISDAERAH KOTA MALANG,
ttd
Drs. BAMBANG DH SUYONO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 510 060 751

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2007 NOMOR 6 SERI C

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SORAYA GODAVARI,SH. M.S
Pembina Tingkat |
NIP. 510 100 880
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN
ALAT PEMADAM KEBAKARAN

PENJELASAN UM UM

Bahwa retribus pengujian dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan

salah satu jenisretribusi jasa umum.

Bahwa dasar penentuan tarif retribus jasa umum didasarkan kebijakan daerah
dengan mempertimbangkan biaya penyedia jasa yang bersangkutan, kemampuan
masyarakat dan aspek keadilan.

Penentuan tarif retribusi pengujian dan pemeriksaan aat pemadam kebakaran dalam

Peraturan Daerah ini, sudah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas.

Retribusi pemeriksaan aat pemadam kebakaran sebelumnya diatur dengan Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat || Malang Nomor 4 Tahun 1999, karena sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini, maka Peraturan Daerah tersebut

diadakan penyesuaian dan penyempurnaan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.



Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Avyat (1)
Y ang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa
seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat
diserahkan kepada pihak ketiga. Namun pengertian ini bukan
berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama
dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses
pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak
bekerjasama Badan-Badan tertentu yang karena
profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan
sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efsien.
Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan
dengan pihak ketiga adalah kegiatan pengawasan penyetoran
retribusi dan penagihan retribusi.

Avyat (2)
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.
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Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Walikota atau Peabat yang ditunjuk untuk memberikan
keputusan dalam ha kelebihan pembayaran retribusi, harus
mel akukan pemeriksaan terlebih dahulu.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian
kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua)
bulan sgak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah
dengan Kelebihan Pembayaran sampai dengan saat dilakukannya
pembayaran kelebihan.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Saat kadaluwarsa penagihan ini perlu ditetapkan untuk memberi
kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat
ditagih lagi.
Ayat (2)
Huruf a

Dadam ha diterbitkan Surat Teguran, kadaluwarsa
penagihan dihitung sgak tanggal penyampaian surat
teguran tersebut.

20



Huruf b
Y ang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara
langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak
langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata
langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai
utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.
Contoh :
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan
angsuran/penundaan pembayaran;
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan
keberatan.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Ketentuan ini dimaksudkan guna memberi suatu kepastian hukum bagi
Waqjib Retribusi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim.
Pengajuan tuntutan ke Pengadilan secara pidana terhadap Wajib Retribusi
harus dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan
Wagjib Retribusi dan besarnya retribusi terutang yang mengakibatkan
kerugian keuangan Daerah.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 46
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